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/ ‘Puan pun memast 1kan DPR he

X e o i m 5 & 1; /!
legislasi nasmnal (Prolegnas)f gj‘ft ﬂkan meﬁa Salah satu LI
tolok ukur rekyat dalam me- f‘

nﬂalkmer]aprogram legislasi”

Prioritas 2004, Dalam pelak:

sanaan fungsltleglslam pada

masa persidangan ini, DPR
akan melanjutkan penyelesai-

- am Prolegnas Prioritas 2021.

Puan mengatakan saat ini

sejurnlah RUU sedang dalam
pembahasan pada pembi-

caraan tingkat I. Kemudian,
terdapatjuga peraturan pelak-
sanaan undang-undang yang
membutuhkan pembahasan

‘bersama antara DPR RI dan |
eierintah.

jil

nasional” tegasnya,
Dia menekankan RUU me-
rupakan upaya dalam pemba-

dilakukansecara tereﬁcana ter-
padu,dan erke, an]utan Galam

sistem hukum nasional untuk
- (apat menjamin perhndungan,

hak dan kewajiban segenap
rakyat Indonesia, Selain itu,
juga untuk mewujudan kese-
jahteraan rakyat berdasarkan

“PenYelesa;an embah sqp ¥ ik (i
a5 Broleguas 01 Repul ".“Incfongaa.l%s

ndan ’f;'Dasar Negara

Oleh karena‘?i"‘

hul%um?y&n “elaras dengan
Pancasﬂa dan amanat UUD
NRT 1945, Itu karena kebu-

 tuhan hukum atas sehuah up-
ngunan ukum nesonal yang'

dang- undang&dmﬂ»al ditentu-

. kan tunt tutan perkembangan
Zamanserta dmamlkapolmk :
sosial, ekonomi, dan budaya'

dalam kehldupan berbangsa
dan bernegara

Walkil Ketua Komisi I11 DPR
RI Desmond Junaidi Mahesa
menambahkan, dalam waktu

dekat DPR akan membahas

‘RUU Jabatan Hakim, RUU
‘tersebut duu lai mendesak

untuk segera dibahas arena
pengaturan mengenaijabatan
hakir masih tersebar, bersifat
parstal, dan masth terdapat
kekosongan hukum, Dengan.

g dermklan, perhu diatur keten-

fuan mengena1 jahatan hakim

| -(alam suatu undang-undang,
.L - “UU yang mengatur kejak-
" saan, kepolisian bahkan ad- -

vokatsudahlamaadasehingga

. wajar kalauXita memerlukan
. UU Jabatan Hakim,” ujarnya.

Menurut Desmond, sebagai
pejabat negara yang melak-
sanakan keluasaan keHiakim-

an perlu menjaga integrita,
kemandirian, dan profesio-

nalitas serta adanya dijamin

- keamanan dan kesejaliteraan

sehingga dapat diwujudkan

-penegakan hukum dan keadil-

an secara optimal, (Sru/-)
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